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TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDA― UMUM DAERAH
KABUPATEI SITUBONDO
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Menetapkan
KESATU
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BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka kelancaran
dan tertib administrasi pengelolaan keuanga.n daerah di
Kabupaten Situbondo, perlu menunjuk Kuasa BUD di
lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OL5;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menuttuk Kepala Bidang Perbendahttaan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo selaku
Kuasa Bcndahara Umum Daerah Kabupaten Situbondo
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Menugaskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/ menatausahakan investasi;
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

PA/KPA atas beban APBD;
i. melaksanakan pemberian pinjaman atas narna

pemerintah daerah;
j. melakukan pengelolaan uang dan piutang daerah; dan
k. melakukan penagihan piutang daerah.

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati
Situbondo Nomor : l88la39 lPlOO4.2l2Ol9 tentang
Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan
Pelimpahan Sebagian Ttrgas Pejabat Pengelola Keuangan
Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal

」AN 20

KARNA

SALII{AN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah V di Jember;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
6. Sdr. Peiabat yang bersangkutan.
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